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ABSTRAK

Masalah yang mendasari penelitian ini adalah kepemilikan tanah absentee yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penggunaan tanah, seperti penyewa, penggarap, atau pihak yang memiliki kepentingan lain terhadap tanah tersebut. Tujuan dari penelitian sekarang yaitu memahami, dan menganalisis statusshukum obyek warisan berupaatanah abseentee. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis perspektif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ketika terjadi peristiwa pewarisan atas tanah yang dimiliki secara absentee, proses pewarisan ini sendiri tidak dilarang. Hanya kepemilikan tanah secara absentee yang dilarang oleh hukum. Oleh karena itu, ketika ahli-waris yangssah menurutthukum telah ditentukan, ahliwarisnya dapat memperoleh hartaawarisan yangdiberikan pihak pewarisnya, termasuk lahan pertaniian walaupun ahli-warisnya berdomisili di luar Kecamatan berbatasanndengan lahan’tersebut.

Kata kunci: status hokum, objek warisan, tanah absentee.

ABSTRACT

The problem underlying this research is abseentee lands ownershiip that can cause legals ancertainty and risk forrparties involveds innland use, sucht as’stenants, cultivators,or partiess whoshave other’sinterests in thes lands. Thissresearch aims’to understand and analyse the legal status of inheritance objects in the form of absentee land. Theemethod usedsis normatife juridicallresearch withsa statutorysapproach and conceptuallapproach. Theydata usedsis secondarysdata derived fromsprimary and secondaryslegal materials. The method of data collection is literature study. Data analysis using perspective analysis. The results of the study concluded that when there is an event of inheritance of absentee-owned land, the inheritance process itself is not prohibited. Only absentee ownership of land is prohibited by law. Therefore, when the legitimate heirs according to the law have been determined, the heirs can’s receife theerights toothe inheritanceegiven by’the testator, including agricultural land even though the heirs live outsides theasubdistrict adjacent to theyland.

Keywords: legal status, object of inheritance, absentee land.

A. PENDAHULUAN 

Mempunyai lahan/tanah pertanianaabsentee di atur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang tersebut mengatur tentang hak-hak kepemilikan tanah di Indonesia, termasuk kepemilikan tanah oleh pihak yang tidak berdomisili di wilayah obyek tanah.  Kepemilikan tanah pertanian secara absentee dapat menimbulkan beberapa permasalahan dan konsekuensi yang perlu diatasi. Permasalahan yang muncul seperti dapat menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan tanah tersebut. Pemilik tanah yang tidak berada di dekat tanahnya mungkin menghadapi kendala dalam memantau, memelihara, atau mengelola tanah secara efektif, sehingga dapat berdampak negatif pada produktivitas tanah pertanian atau pemanfaatannya secara optimal. 

Kepemilikan tanah pertanian secara absentee dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pemanfaatan tanah tersebut, seperti penyewa, penggarap, atau pihak yang memiliki kepentingan lain terhadap tanah tersebut. Regulasi yang mengatur kepemilikan tanah pertanian secara absentee dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait, memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dilindungi. Ketidakpastian hukum dapat muncul karena adanya ketidakjelasan mengenai hak-hak dan kewajiban pihak-pihak terkait dalam menggunakan atau memanfaatkan tanah tersebut. Situasi dalam kepemilikan tanah pertanian secara absentee, pihak-pihak yang bergantung pada tanah tersebut untuk aktivitasnya, seperti penyewa atau penggarap, mungkin tidak memiliki kepastian apakah dapat mempertahankan hak-haknya dalam jangka panjang. Tanah tersebut dapat berpindah tangan atau digunakan untuk tujuan lain, hal ini bisa menyebabkan ketidakpastian terkait status kepemilikan dan penggunaan tanah.

Menurut Pasal 10 UUPA, setiap orang atau badan hukum yang memiliki hak atas tanah pertanian wajib mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, sambil mencegah praktik-praktik yang dapat menimbulkan kerugian sepihak. Dengan mengacu pada Pasal 10 UUPA ini, Negara menginginkan pemilik tanah pertanian untuk mengerjakan atau mengusahakan tanahnya sendiri dan masih memperbolehkan penggunaan tenaga kerja, tetapi harus dicegah praktik yang merugikan. Dengan demikian, arah pelaksanaan asas tersebut menunjukkan bahwa pemilik tanah pertanian secara absentee wajib mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, sehingga diadakan ketentuan untuk menghapuskan kepemilikan tanah pertanian secara absentee. 

Menurut Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang mengatur kepemilikan tanah pertanian secara absentee, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian (yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961) menyatakan bahwa pemilik tanah yang tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya harus mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan tempat letak tanah tersebut dalam jangka waktu 6 bulan. 

Permasalahan mengenai kepemilikan tanah pertanian secara absentee, dalam penerapan peraturannya belum berjalan dengan baik. Beberapa penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa larangan meneliti urgensiidari pelarangan kepemilikanntanah pertanian secara absenteesaattini perlu dianalisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dalam penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi dari larangan kepemilikan tanah pertanian secara absentee dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 adalah, dikarenakan banyaknyaaorang yangmenguasai lahan,nnamun lahan tersebut  tidak dikerjakan atau dikelola dengan baik. Berdasarkan hal ini, larangannkepemilikan lahan/tanah pertanian secara absenteeperlu diaturrterkait dengannperaturan larangannya. Selain itu, peraturan tersebut telah sesuai dengan konsep maslahah mursalah (sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia), di mana peraturan tersebut tidak hanya memberi fungsi bagiimanusia, tetapi jugaatidak bertentanganndengan dalillsyara. 
  

Penelitian tersebut menunjukkan adanya perbedaan sudut pandang terhadap kepemilikkan lahan/tanah pertaniannsecara abseentee, dalam penelitian terdahulu itu ada larangan dan ada pembolehan namun dengan aturan. Relevansinya dengan penelitian ini adalah sebagai kelanjutan untuk menggali keefektifan kepemilikan tanah pertanian secara absentee ditinjau dari Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Penelitian Putra (2019) juga menyoroti Pasall10aayat (1) sebagai bentuk larangannkepemilikan tanah/lahan pertaniannsecaraaabsentee. Untuk menciptakan masyarakat petani yang adil dan makmur, pemerintah melalui program reformasi lahan yang mencakup perombakan mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang terkait dengan penguasaan tanah. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria telah menegaskan larangan kepemilikan atas tanah pertanian secara absentee. 

Kepemilikan tanah pertanian secara absentee tidak hanya terjadi karena transaksi jual beli, tetapi juga dapat terjadi melalui pewarisan. Pewarisan adalah hal yang umum terjadi, tetapi menjadi sangat penting jika pewarisan tersebut melibatkan tanah pertanian. Kepemilikan tanah pertanian secara absentee karena pewarisan dapat memiliki konsekuensi yuridis jika aturan-aturan tentang kepemilikan tanah pertanian absentee tidak dipenuhi. Konsekuensi ini berupa kehilangan hak atas tanah pertanian jika pemilik tanah pertanian berdomisili di luar kecamatan letak tanah pertanian tersebut. Lantas, bagaimana status hukum atas tanah pertanian secara absentee yang diperoleh dari warisan? 

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan analisis perspektif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia memiliki aturan hukum agraria yang telah ada, yaitu UU No. 5 Tahun1960, yang merupakan Pelaksanaan dari Pasal-33 ayat (3) UUD 1945 amandemen ke IV. Menurut Parlindungan, berdasarkan Pasal-33 ayat (3) UUD 1945 menjelaskan bahwa, bumi,air, dan ruangangkasa, sertaakekayaan yanggterkandung di dalamnyaadikuasai oleheNegara. Pasal 33 tersebut juga diungkapkan dalam Pasal 2 UUPA.  

Memiliki dan mengelola tanah, khususnya pertanian, yaitu. tanah yang digarap oleh pemilik tanah, merupakan permasalahan tersendiri dalam kaitannya dengan penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Secara umum tanah/lahannpertanian yaitu, segala tanahyang menjadiihak seseorang selain tempat tinggal. Pendapat lokal menentukan seberapa banyak lahan tempat tinggal seseorang  yang dianggap sebagai wisma dan seberapa banyak lahan pertanian.

Kepemilikan lahan pertanian di kalangan pemilik tanah menimbulkan kesenjangannsosial dalammmasyarakat. Artinya, masyarakat di pesesaan, khusus petani, masihehidup dalammkondisi yangjauh dariilayak, walaupun Pasall9aayat(2) UUPAamenyatakan, setiap wargaanegara Indonesia,baik laki-lakiimaupun perempuan,memiliki akses yang sama terhadap tanah untuk mendapatkan manfaat dan hasil bagi dirinya dan keluarganya.’
’
Diperolehnya hak ataupun penguasaannhak atasstanah iniitidak mustahil timbul adanya turun waris. Orang telah di takdirkan untuk hidup dan nantinya akan mati. Karena itu, hartaamilik seseorangedialihkan pada ahli-warisnya melalui proses turun waris. Kematian seseorang adalah salah satu alasan utama mengapa seseorang kehilangan hak milik atas tanah. Setelah kematian, muncul beralihnya harta-benda atau kekayaan dari pewaris yang meninggal ke ahli-warisnya, yang mencakup harta kekayaan material dan immaterial. Dengan demikian, kematian seseorang menyebabkan adanya pewaris dan ahli waris, serta harta kekayaan yang ditinggalkan.

Seorang pewaris adalah orang yang telah meninggal dan meninggalkan harta kekayaan, sementara ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal. Harta kekayaan yang ditinggalkan dapat berupa harta kekayaan material, seperti tanah, rumah, atau benda lainnya, serta harta kekayaan immaterial.

Hukummwaris yakni aturan yangmengatur bagaimana kekayaan seseeorang yang sudah meninggal dunia, kemudian diberikan pada pihak-pihak yang mempunyai hak untuk menerimanya, seperti halnya keluarga atau masyarakat yang lebihhberhak. Di Indonesia, hokum wariss dibagi menjadi tiga jenis: Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Perdata. Setiap daerah memiliki aturan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem kekerabatan yang mereka anut.

Anugerah harta warisan dari orang tua kepada keturunannya tidak dapat dipastikan tidak akan termasuk tanah absentee. Tanah absentee adalah bentuk kepemilikan tanah pertanian di mana pemilik tidak tinggal di daerah yang berbatasan dengan tanah tersebut. Hal ini dilarang oleh negara. Oleh karena itu, UU Pokok Agraria mengatur bahwa pemilik tanah harus mengusahakannya secara efektif dan efisien. 

Peralihan hak milik tanah diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang menyatakan bahwa hak milik dapat berpindah dan dialihkan kepada pihak lain. Istilah "beralih" merujuk pada peralihan hak yang terjadi ketika pemilik hak meninggal dunia, sehingga hak tersebut secara otomatis berpindah pada ahli-warisnya. Dalam Pasal-20 ayat(2)-UUPA, dijelaskan: hak-milik-atas-tanah bisa berpindah dandialihkan pada pihak lainnya. Terdapat dua bentuk peralihan hak atas tanah atau hak milik yang akan dijelaskan lebih lanjut. 

Pertama, peralihan hak atas tanah atau hak milik terjadi ketika hak tersebut berpindah dari pemegang haknya kepada pihak lain karena pemegang hak tersebut meninggal dunia atau melalui pewarisan. Peralihan ini diatur oleh hukum, yang berarti bahwa dengan meninggalnya pemegang hak (subyek), ahli warisnya mendapatkan hak atas tanah atau hak milik tersebut. Untuk peralihan ini, subyek haruslah terpenuhi syaratnya sebagaii penguasa hak-atas-tanah.

Kedua, pengalihan atau pemindahan hak merujuk pada proses berpindahnya hak atas tanah atau hak milik dari pemegang hak (subyek) kepada pihak lain melalui suatu tindakan hukum yang dilakukan dengan sengaja, dengan tujuan agar pihak tersebut memperoleh hak tersebut. Dalam proses pengalihan atau pemindahan hak ini, pihak yang melakukan pengalihan harus memiliki hak dan wewenang untuk melakukannya, sementara pihakyang menerima hak haruslah terpenuhi kriteria daripada pemegang/penguasa hak-milik.

Dalam hiduppsehari-hari, walaupun di larang, kepemilikan tanahaabsentee yangdidapatkan dariiperistiwa hukummsering terjadi. Contohnya, seseorang yang tinggal di kota mungkin mewarisi tanah pertanian dari orang tuanya yang berada di desa. Hal ini membuat ahli waris menjadi pemilik tanah absentee. Meskipun demikian, tanah tersebut tetap akan dikelola oleh ahli waris. Namun, jika ahli waris membiarkan tanah tersebut tidak dikelola atau dimanfaatkan, maka kepemilikan tanahnya sesuai dengan peraturan yang berlaku adalah dilarang. 

Proces turunj waris yakni, transfer kekayaan atauuhak dari pewaris ke ahli warisnya, sebagai aturan dasar pewarisan. Menurut Hukum Agraria, semua jenis pemindahan hak atas tanah diawasi oleh peraturan pemerintah, dalam hal ini telah dijelaskan pada Pasal 26 UUPA No.5 Tahun-1960, Menurut Pasal-26 Ayat(1), semua jenis pengalihan hak milik atas tanah, termasuk turun waris adat ataupun penghibahaan, diawasi dalam peraturaneperundangan-undangan.

Penjelasan dalam Pasal-26 Ayat-(2) menjelaskan bahwa tiap transaksi jual-beli, hibah, pemberiannwasiat, dan segala tindakan yang menyebabkan pengalihan hak- atas-tanah pada orang’asing adalah di larang. Bila tindakan tersebut dilakukan, maka akan dianggap batal demi hukum, yang berarti proses peralihan hak atas tanah tersebut tidak sah. Selain itu, jika jual-beli, pemberiannwasiat, atau tindakan pengalihan hak’atas lahan/tanah telah dilakukan, pemilikk tak diwajibkan untuk mengembalikan atas pembayarannya yang telah diterima, serta tidak dapat di tuntut mengembalikan pembayarannyaatersebut.

Sistem pewarisan yang dijalankan sebelum pewaris meninggal memungkinkan pewaris untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkan harta warisan sejak saat itu. Namun, meskipun kekayaan/harta warisannsudah di bagikan, ahli-waris hanyaa memiliki hak pakaii(hak mengelolanya) dan hak-milik tetap saja berada di tangan Pewaris. Orangtua (Pewaris) dapat memilih/menunjuk, dan membagi atas bagian-bagian kekayaan warisann yang hendak menjadi hak-milik ahli-warisnya nanti. Setelah pewaris meninggal, hak milik secara otomatis akan beralih ke ahli waris.

Tata cara turun waris sebelum Pewaris meninggal dunia, melalui teknik penerusan atau pengalihann(lintiran), yakni proses memberikan harta-benda pewaris pada ahli waris dengan tujuan membekali mereka untuk membangun keluarga mereka sendiri. Oleh karenanya, bila Pewaris memiliki anak dua, laki-laki dan perempuan, serta memiliki sebidang lahan dan rumah, umumnya Pewaris akan memberikan tanah kepada anak laki-lakinya, sebab dianggap lebih kuat bekerja dan mampu mengelola tanah tersebut. Sementara itu, anak perempuan biasanya akan diberikan rumah karena adat Jawa yang mengatakan bahwa lelaki membangun rumah, dan perempuannya mengisi rumah tersebut. Hal ini, menunjukkan sistem turun waris dengan metode Lintiran dijalankan berdasarkan kebutuhandan juga kemampuan masing-masing ahli waris. Tujuannya adalah agar ahli waris tidak mengalami kesulitan dalam keberlangsungan hidup mereka setelah pewaris meninggal.

Cara turun waris ketika Pewaris belum meninggal dunia dengan metode penunjukkan yakni, metode di mana pewaris menunjuk ahli waris yang akan mengelola atau melanjutan daripada harta warisan tersebut. Penunjukkan tersebut di jalankan berdasarkan haknya Pewaris dalam memilih ahli-warisnya. Misalnya, bila Pewaris mempunyai perusahaan jumlahnya dua, ahli waris akan mengelolanya berdasarkan penunjukan pewaris. Namun, hingga pewaris masih hidup, hak milik tetap berada di tangan pewaris. Sesudah Pewaris meninggal dunia, hak milik otomatis beralih ke tangan ahli warisnya yang telah ditunjuk sebelumnya, sesuai bagiannya.

Cara turun waris ketika Pewaris meninggal dunia dengan cara berwasiat, yakni metode di mana pewaris menetapkan wasiat atau pesan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Biasanya, pewaris mengalami sakit parah dan harapan untuk sembuhnya sangat rendah. Oleh karena itu, ada kekhawatiran pada Pewaris apabila penyakit yang dieritanya tidak sembuh-sembuh, dan pembagiannwarisan akan menimbulkan percekcokan diantara para ahli warisnya.

Tata cara pembagiannharta warisanndi masyarakat Jawa biasanya di jalankan oleh Pewaris disaat masih hidup pada ahli-warisnya yang sudah berkeluarga, dan telah hidup tidak serumah lagi dengan orangtuanya. Pembagiian ini tidak dilakukan sekali saja, melainkan dilakukan berulang kali sesuai dengan kematangan ahli waris, seperti ketika mereka telah berkeluarga, untuk memberikan modal hidup mereka dalam menaungi rumah tangga.

Warisan adalah sesuatu yang dikenal di masyarakat. Warisan- kehilangan harta dari ahli waris (orangtua) kepada ahli-warisnya (anak)’yang timbul setelah adanya kematian. Tidak terkecuali bahwa putra mahkota juga dapat mewarisi tanah pertanian, yang dialihkan atau diberikan kepada ahli waris putra mahkota, dalam hal ini disebut sebagai pewaris putra mahkota.

Menurut peraturan perundang-undangannyang telah di bahas sebelumnya, lahan abseentee di larang Negara. Namun, pewarisan tanah yang termasuk dalam kategori tanah absentee masih mungkin terjadi dalam masyarakat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai status hukum tanah absentee ketika diwariskan kepada ahli waris. Untuk memberikan jawaban atas pertanyaanntersebut, peraturan Perundang-undangan dengan tegas menyatakan bahwa, lahan abseentee adalah terlarang. Meskipun demikian, pihak Negara memberikan batas waktunya bagi ahli-warisnya melalui 2 peraturan yangdiatur pada PPnNo.224’Tahunn1961’joncto PP No.41 Tahunn1964, khususnya pada Pasal-3. Pasal 3 ini menawarkan dua pilihan bagi pemilik tanah/lahan abseentee.

a.
Hak milik atas tanah dialihkan pada orang lain yang berdomisili pada satu tempat dengan lokasi lahan/tanah tersebut.

b.
Pindah ke lokasi di mana lahan/tanah tersebut berada.

Negara melarang kepemilikanntanah abseentee, tetapi untuk proses turun waris/pewarisan tanah absentee Negara tidak melarangnya. Jelasnya, Negara itu hanya melarang kepemilikkan atas tanah abseentee, bukan hak-waris atasstanah abseentee. Dengan melarang pemilikan secara absentee, negara tidak  bermaksud untuk membatalkan hak waris para ahli waris. Akan tetapi, karena proses pewarisan berlangsung menurut hukum kodrat apabila kedua syarat tersebut tidak’terpenuhi, maka Negara mengambil hakkatas lahan/tanah yng hilang dari ahli-waris dengan menunjukkan bahwa negara akan mengganti kerugian yang dialami oleh ahli waris. Hal ini menunjukkan ada relevansinya dengan teori Negara hukum dan kesejahteraan, bahwa Indonesia adalah sebuah negara yang didasarkan pada hukum (rechtsstaat) dan bukan hanya berdasarkan kekuasaan (machtstaat). Negara Hukum adalah negara yang tindakannya didasarkan pada undang-undang atau aturan yang dibuat oleh penguasa, tetapi dalam arti yang lebih luas, negara juga berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.

Berdasarkan uraian tersebut, disimpulkan bahwa status hukumnya dari tanah warisan berupa tanah abseentee diakui, namun dengan syarat bahwa pemilik warisan tanah absentee harus pindah ke kecamatan tempat tanah tersebut berada dalam waktu 2 tahun setelah menerima warisan. Jika pemilik warisan tidak bersedia pindah, maka hak milik atas tanah wajib dialihklan pada pihak lain pada orang lain yang tinggal di se-kecamatan dengan lokasi tanah warisannya.

D. PENUTUP 
Kesimpulan 

Status hukum obyek warisan  berupa tanah yang hilang, jika terjadi peristiwa hukum yang menyebabkan berpindahnya hak milik atas tanah tersebut, maka akan terjadi proses pewarisan. Proses pewarisan ini mengakibatkan hilangnya kepemilikan atas tanah. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), kepemilikan tanah yang menyimpang dilarang, tetapi kepemilikan tanah terlantar juga dilarang, bukan proses turun warisnya. Karena itu, ketika ahli waris telah benar-benar dinyatakan syah dari segi hukum, maka ahli-waris dapat menerimanya harta warisan dari pewaris. Untuk itu, ahli warisnya diperbolehkan menerima harta warisan berupa lahan pertaniannabsentee, walaupun ahli-waris berdomisili diiluar kecamatanndari tanah tersebut. 

Negara yang melarang kepemilikan tanah oleh pihak yang tidak hadir tidak bermaksud untuk menghapus hak-waris yang dipunyai oleh para ahli-waris, karena proses turun waris, adalah bagian dari hukummalam. Namun, apabila kedua ketentuan yang telah disebutkan tidak dipenuhi, negara berhak mengambil alih hak atas tanah yang tidak dihuni oleh ahli waris, dengan syarat negara akan memberikan kompensasi kepada ahli waris tersebut. Oleh karena itu, bisa diambil kesimpulan bahwa status hukum atas lahan warisan yang berupa tanah tidak terurus tetap sah untuk diwariskan, dengan catatan bahwa pemilik tanah warisan tersebut harus mengalihkan hak miliknya dalam waktu dua tahun setelah menerima warisan, kecuali jika dia bersedia untukkpindah keekecamatan diimana lahan tersebuttberada.

Saran

Lahan/tanahewarisan yang tergolong tanah/lahan abseente tetap saja sah untuk diwariskan, namun pemilik tanah warisan tersebut harus mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam jangka waktu dua tahun, jika pemilik tidak berpindah diikecamatan dimana lahan tersebuttberada, maka mereka harus mengalihkan hak milik atas warisannya kepada masyarakat yang tinggal di kecamatan yang sama dengan letak tanah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Harsono, B. 2005. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Edisi Revisi. Jakarta: Djambatan. 
Putra, C.D.M. 2019."Penerapan Larangaan Kepemilikan Lahan Pertaniian secara Abseente".Jurnal Hukume & Kenotariiatan. Volume 3, Nomor 2, https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i2.3364, diakses pada tanggal 26 September 2023 pukul 21.42 WIB.

Sari, A.K. 2022."Peraturan Hokum ProgramePendaftaran Lahan SistemickLengkap (PTSL)".  Journale FakultassHukum UniversitassPrimaaIndonesia, hal. 26-32.

Undang-UndanggNomor 5Tahunn1960 tentangtPeraturan DasarrPokok-pokok Agrariaa.

PeraturannMenteri Agrariaadan TataaRuang atauuKepala BadannPertanahan NasionallRepublik Indonesiaa No.18 Tahunn2016 tentanggPengendalian PenguasaannTanahePertanian.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Rugi jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Rugi.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1977 tentang Pemilikan Tanah Pertanian Secara Guntai (Absentee) bagi Para Pensiunan Pegawai Negeri.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah.

� Sari, �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"abstract":"Program PTSL yang dicanangkan sebagai salah satu bentuk program prioritas nasional dalam Reforma Agraria merupakan upaya Pemerintah untuk membangun kualitas hidup masyarakat. Masalah pertanahan saat ini menyangkut konflik tanah, ketidakpastian kepemilikan tanah, tanah terlantar (absentee), termasuk masalah rendahnya kualitas ekonomi masyarakat yang menyebabkan kurangnya kesadaran dalam menjalankan legalitas hak kepemilikan tanah. Masalah mendasar penataan aset dan akses tanah di Indonesia adalah lemahnya pengakuan dan perlindungan hukum terkait keberadaan masyarakat dalam pemanfaatan tanah antar berbagai sektor pembangunan akibat pertambahan penduduk dan penurunan kualitas yang menyebabkan kemiskinan, keterbatasan kesempatan kerja dan akses pendapatan yang tidak merata. pemanfaatan tanah. Cita-cita hukum dalam mewujudkan tujuan negara hukum agraria diwujudkan dalam bentuk kebijakan Reforma Agraria yang merupakan salah satu cita-cita dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo1) identifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program PTSL dalam upaya mewujudkan reforma agraria 2) menganalisis dampak bidang sosial ekonomi masyarakat terhadap pemberian sertifikat hak milik atas tanah melalui program PTSL. Metode penelitian menggunakan penelitian empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam masyarakat. Penelitian ini mencari kebenaran kualitatif dengan memperoleh data yang dapat menemukan gejala-gejala yang berkembang di masyarakat khususnya di Kabupaten Langkat.","author":[{"dropping-particle":"","family":"Sari","given":"Ayumi Kartika","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"container-title":"JURNAL REGIONOMIC","id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2022"]]},"title":"PERATURAN HUKUM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMIK LENGKAP (PTSL)","type":"article-journal"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=6252684f-4af0-4527-ad85-007c3fcd4426","http://www.mendeley.com/documents/?uuid=ac8b0b98-f9e4-409f-aa57-abff31589526"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"Ayumi Kartika Sari, ‘PERATURAN HUKUM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMIK LENGKAP (PTSL)’, <i>JURNAL REGIONOMIC</i>, 2022.","manualFormatting":"Ayumi Kartika Sari, ‘Peraturan Hukum Program Pendaftaran Tanah Sistemik Lengkap (PTSL)’, JURNAL REGIONOMIC, 2022.","plainTextFormattedCitation":"Ayumi Kartika Sari, ‘PERATURAN HUKUM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMIK LENGKAP (PTSL)’, JURNAL REGIONOMIC, 2022.","previouslyFormattedCitation":"Ayumi Kartika Sari, ‘PERATURAN HUKUM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMIK LENGKAP (PTSL)’, <i>JURNAL REGIONOMIC</i>, 2022."},"properties":{"noteIndex":8},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�A.K. 2022, "Peraturan-Hukum ProgramePendaftaran Lahan SistemikkLengkap'(PTSL)",  �JurnaleFakultas HukummUniversitas PrimaaIndonesia, hal. 26-32. 


�Mujtahidah, Asiska Roudhotul. 2018."Larangan Kepemilikkan Lahan Abseentee Dalam PP No. 224 Tahun1961 Perspektif Maslakhah Murssalah".Jurnal BisnissSyariiah,   diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 21.31 WIB.. � HYPERLINK "http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/11893" ��


� Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Edisi Revisi. Djambatan, Jakarta. hal. 358.


� Putra, C.D.M. �ADDIN CSL_CITATION {"citationItems":[{"id":"ITEM-1","itemData":{"DOI":"10.33474/hukeno.v3i2.3364","ISSN":"25493361","abstract":"Untuk menjadikan masyarakat tani yang adil dan makmur maka pemerintah melalui program landreform yang meliputi perombakan mengenai kepemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan penguasaan tanah. Sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria telah mengamanahkan terkait larangan kepemilikan atas tanah pertanian secara absentee. Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan para pemegang hak atas tanah pertanian dapat mengusahakan atau mengerjakan sendiri tanah yang dimilikinya sehingga tanah-tanah pertanian memang menjadi produktif dan tidak terdapat tanah pertanian yang di biarkan atau absentee. Tujuan larangan absentee agar hasil yang diperoleh dari pengusahaan tanah sebagian besar dapat dinikmati oleh masyarakat desa tempat letak tanah. Fenomena larangan tanah absentee/guntai secara nyata terjadi, tetapi tidak dilakukan sanksi yang tegas.Kata kunci: absentee, kepemilikan hak atas tanah, pertanian, sanksi. To make a fair and prosperous farming community, the government through a Land Reform program which includes a reshuffle of land ownership and control as well as legal relations concerned with land tenure. In accordance with Article 10 paragraph (1) the Basic Agrarian Law mandates Absentee prohibitions on ownership of agricultural land. With the existence of these provisions it is expected that holders of agricultural land can cultivate or work on their own land so that agricultural lands are indeed productive and there is no agricultural land that is left or Absentee. The purpose of the Absentee ban is that the results obtained from the cultivation of land can be enjoyed mostly by rural communities where the land is located. The phenomenon of the prohibition of Absentee / guntai land actually occurred, but no strict sanctions were made.Keywords: absentee,ownership of rights to land, agriculture, sanctions.","author":[{"dropping-particle":"","family":"Putra","given":"Chandra Dewangga Marditya","non-dropping-particle":"","parse-names":false,"suffix":""}],"container-title":"Jurnal Hukum dan Kenotariatan","id":"ITEM-1","issued":{"date-parts":[["2019"]]},"title":"PENERAPAN LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE","type":"article-journal"},"uris":["http://www.mendeley.com/documents/?uuid=7dd4cdbe-c604-4cd1-b162-701f916f443e","http://www.mendeley.com/documents/?uuid=2ad4dd3b-c8d7-43b0-935b-50e0c59c05ff"]}],"mendeley":{"formattedCitation":"Chandra Dewangga Marditya Putra, ‘PENERAPAN LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE’, <i>Jurnal Hukum Dan Kenotariatan</i>, 2019 <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i2.3364>.","plainTextFormattedCitation":"Chandra Dewangga Marditya Putra, ‘PENERAPAN LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE’, Jurnal Hukum Dan Kenotariatan, 2019 .","previouslyFormattedCitation":"Chandra Dewangga Marditya Putra, ‘PENERAPAN LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE’, <i>Jurnal Hukum Dan Kenotariatan</i>, 2019 <https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i2.3364>."},"properties":{"noteIndex":6},"schema":"https://github.com/citation-style-language/schema/raw/master/csl-citation.json"}�2019. "PenerapannLarangan Pemilikkan Lahan Pertaniaan secara Abseentee". Journal Hokum dan Kenotariataan, Vol. 3, No. 2, hal. 143-160. https://doi.org/10.33474/hukeno.v3i2.3364�, diakses pada tanggal 24 November 2023 pukul 20.17 WIB.





PAUGERAN REVIEW                       NAMA PENULIS                       JUDUL

        DITERIMA:                                          REVISI :                                DISETUJUI 
1
PAUGERAN REVIEW                       NAMA PENULIS                       JUDUL

        DITERIMA:                                          REVISI :                                DISETUJUI 
12

